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PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR PM.35/UM.001/MPEK/2012 

TENTANG 
RENCANA STRATEGIS  

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 
TAHUN 2012 - 2014  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara, tanggal 21 Desember 
2011 telah dibentuk Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif; 

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga 
harus menyusun Rencana Strategis yang berpedoman 
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, 
kebijakan,program, dan kegiatan pembangunan 
sesuai dengan tugas dan fungsi 
Kementerian/Lembaga; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif tentang Rencana Strategis 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 
2012-2014;  

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang 
Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5060); 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

6.  Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 92 tahun 2011; 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;  

8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif 
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MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI 

KREATIF TENTANG RENCANA STRATEGIS 
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 
TAHUN 2012 - 2014. 

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 - 2014 sebagaima 
tercantum dalam lampiran peraturan ini. 

KEDUA : Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Tahun 2012 - 2014 sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam 
penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan di 
lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif. 

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia.  
 

Ditetapkan di Jakarta, 
pada tanggal 30 April 2012 
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
MARI ELKA PANGESTU 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Mei 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 
REPUBLIK INDONESIA, 
AMIR SYAMSUDIN 
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